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ABSTRACT
Victims of physical violence in the household are mostly women and children. The aim of the research is to find out the legal arrangements for perpetrators of criminal acts of physical violence in the household, how to prosecute various cases of criminal acts of physical violence in the household in Kajari Medan in 2023 and legal protection for victims of physical violence in the household. The research method was carried out empirically. There are several legal regulations for perpetrators of physical violence in the household, namely Article 44 paragraph no. 23 of 2004, Criminal Code and Child Protection Law. Perpetrators of physical violence in the household should be given the maximum punishment so that the perpetrators are deterred and other people understand the legal sanctions for committing physical violence in the household. Legal protection for victims of physical violence in the household is very necessary so that security and goodness for victims can be met by the state and society

Korban kekerasan fisik dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, bagaimana pemidanaan berbagai kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di Kajari Medan pada tahun 2023 dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga tangga. Metode penelitian dilakukan dengan cara empiris. Ada beberapa pengaturan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga yairu Pasal 44 ayat No. 23 Tahun 2004, KUHPidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Seharusnya para pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga harus diberikan hukuman yang maksimal agar pelaku jera dan orang lain memahami sanksi hukum jika melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga sangat diperlukan agar keamanan dan kebaikan bagi korban dapat terpenuhi oleh negara dan masyarakat.
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A. PENDAHULUAN 
Negara Indonesia telah menjamin kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hak untuk membentuk sebuah keluarga serta memiliki keturunan atas perkawinan yang sah, hal ini dijelaskan pada Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Keluarga yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ialah berbentuk rumah tangga, dimana secara sosiologis rumah tangga dapat diartikan ialah suatu kesatuan sosial yang didasari atas hubungan perkawinan atau hubungan darah (Subhan, 2004). Berumah tangga didasari dengan keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam berumah tangga (Yulia, 2006). Namun banyak terjadi permasalahan dalam rumah tangga mulai permasalahan kecil sampai permasalahan yang besar, seperti percecokan karena ekonomi, pertengkaran karena cemburu atau perselingkuhan, adanya kesalahpahaman diantara orang-orang di adalam rumah tangga tersebut, bahkan karena terjadinya tindak pidana yang dilakukan diantara suami atau istri terhadap pasangannya ataupun tindak pidana yang dilakukan orang yang menetap di rumah tangga tersebut. Tindak pidana atau perbuatan kejahatan yang dilakukan merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau disebut juga sebagai KDRT.  Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi seperti adanya kekerasan fisik yang dilakukan seseorang yang ada di rumah tangga tersebut, dan kebanyakan kasus kekerasan fisik terjadi yang dilakukan terhadap pasangannya dalam rumah tangga. Untuk pengaturan hukum bagi para pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga yaitu pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang termasuk orang dalam rumah tangga yaitu seseorang atau beberapa orang yang tinggal atau menetap di dalam rumah tangga tersebut. Selain undang-undang KDRT tersebut pengaturan hukum terhadap para pelaku kekerasan fisik ini terdapat pada KUHPidana seperti pada Pasal 335 yaitu adanya pemaksaan kepada orang lain dengan memakai kekerasan ataun ancaman kekerasan, selanjutnya pada Pasal 351 sampai 358 tentang penganiayaan dan beberapa pasal yang ada di KUHPidana. Undang-Undang lainnya yang berhubungan dengan kekerasan ini adalah Undang Undang tentang Perlindungan Anak yang tentunya jika kekerasan tersebut dilakukan oleh orang tua atau wali terhadap anaknya. 
Kajari Medan sebagai instansi pemerintah bertindak sebagai penuntut terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan di seluruh Kota Medan, juga melakukan penuntutan kasus tindak pidana kekerasan fisik, seperti berbagai kasus pada tahun 2023, berikut beberapa kasus tersebut :
1. Pelaku Juanda melakukan kekerasan fisik kepada ibunya dengan melakukan penusukan memakai gunting pada bagian pinggul sebelah kanan, tuntutan sanksi pidana Pasal 44 ayat (1) No. 23 Tahun 2004 dengan putusan pidana 10 bulan penjara.
2. Pelaku Basarhuddin Nasution melakukan kekerasan fisik kepada istrinya dengan membenturkan kepala korban dan melakukan pengancaman kepada korban, tuntutan sanksi pidana Pasal 44 ayat (1) No. 23 Tahun 2004, putusan pidana 2 bulan penjara.
3. Pelaku Cristian Mangatas Indra Utama Pardede melakukan kekerasan fisik kepada ibu kandungnya dengan melakukan tindak pidana pengancaman, tuntutan sanksi pidana Pasal 44 ayat (1) No. 23 Tahun 2004, putusan pidana 1 tahun 6 bulan penjara.
4. Pelaku Sudirman Can melakukan kekerasan fisik kepada anak tirinya dalam satu rumah dengan melakukan tindak pidana pemukulan, tuntutan sanksi pidana Pasal 44 ayat (1) No. 23 Tahun 2004, putusan pidana 2 tahun.
5. Pelaku Tanggul Hasudungan Panjaitan melakukan kekerasan fisik kepada istrinya dengan melakukan pembacokan di kepala korban, tuntutan sanksi pidana  Pasal 44 ayat (2) No. 23 Tahun 2004 dan putusan pidana 4 tahun penjara.
Dari berbagai kasus tersebut diatas, terlihat bahwa pelaku adalah seorang lelaki yang sudah dewasa sementara korban adalah para wanita dan anak-anak dan hukuman yang dijatuhkan hanya beberapa tahun saja bahkan ada hanya 2 bulan saja. Tentunya ini sangat perlu perhatian bagi semua pihak, pemerintah, aparat hukum  dan masyarakat bahwa kasus kekerasan fisik yang terjadi di dalam rumah tangga banyak korbannya adalah wanita dan anak-anak, di mana dalam beberapa kasus memang wanita banyak yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena memang budaya patriaki yang masih ada di masyarakat Indonesia. (Mukarnawati, 2008) Hukuman yang diberikan juga sangat ringan, pada hal dalam peraturan yang ada hukuman maksimalnya bisa sampai 5 tahun, 10 dan 12 tahun penjara. Apalagi jika korban adalah anak dan pelaku adalah orangtua maka Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan tambahan hukuman 1/3 dari ketentuan hukuman yang ada. 
Kasus-kasus yang terjadi pada kekerasan fisik dalam rumah tangga, terlihat bahwa para pelaku memiliki emosional yang berlebihan dan tidak terkendali. Sebab terjadinya emosional para pelaku seharusnya bisa dikendalikan, karena permasalahannya sangat sepele ataupun masalah yang seharusnya bisa diatasi dengan baik. Tentunya sangat diperlukan ketegasan suatu peraturan terutama dalam tuntutan hukuman bagi para pelaku kekerasan fisik ini agar pelaku tidak akan lagi melakukan kembali perbuatannya ataupun bagi masyarakat memahami sanksi hukuman yang bisa diberikan dari perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, sehingga para perempuan dan anak-anak dalam rumah tangga dapat perlindungan hukum dengan sebaik-baiknya. Perlindungan hukum bersifat yuridis (bidang hukum publik dan keperdataan) dan non yuridis (bidang sosial, kesehatan dan pendidikan). (Yahya, 2012)
Penelitian ini untuk melihat dan mengetahui, (1) bagaimana bentuk kekerasan fisik dalam KDRT dan Perlindungan Hukum bagi Korban, (2) bagaimana pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik dan (3) bagaimana pemidanaan terhadap pelaku kekerasan fisik dalam kekerasan rumah tangga.  

B. METODE 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan sistem empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologi serta dapat dikatakan sebagai penelitian lapangan, adalah merupakan kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat (Waluyo, 2002). Metode analisis kualitatif digunakan dalam melakukan analisis data yang diperoleh, metode analsis ini merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. (Sugiyono, 2013) Pada penelitian ini akan melihat bagaimana kekerasan fisik yang terjadi dalam rumah tangga, dan untuk informasi data terjadinya kekerasan fisik maka penelitian dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Medan. Informasi sebagai bahan hukum dan data dilakukan dengan wawancara serta berupa buku jurnal, dokumen resmi, buku-buku dan lainnya yang semuanya berhubungan dengan hukum serta judul penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Bentuk Kekerasan Fisik Dalam KDRT Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban.
Pidana yang terjadi dalam rumah tangga disebabkan adanya “kekerasan” yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dari satu orang terhadap orang lain yang masih dalam satu rumah tangga. “Kekerasan” bisa diartikan “sebagai suatu tingkah laku agresif yang dilakukan seseorang terhadap orang lain secara sengaja agar untuk menyebabkan korban mengalami penderitaan lahir dan batin”. (Mansyur, 2010) Dari pengertian “kekerasan” tersebut bahwa pelaku kekerasan memiliki kesadaran dalam melakukan tindakan “kekerasan”, bahkan tindakan “kekerasan” tersebut bisa dilakukan dengan perencanaan. 
Kekerasan yang terjadi di rumah tangga memiliki bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis, seksualitas dan pelantaran keluarga. Bentuk tindakan “kekerasan” dalam rumah tangga dimana salah satunya adalah “kekerasan fisik” yang bisa diartikan “sebagai atau merujuk pada serangan terhadap kondisi fisik seseorang, misalnya pemukulan, penganiayaan, pembunuhan”. (Kodir, 2008) Selain itu arti kekerasan fisik adanya “perbuatan yang akibatnya ada rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat”. Pada umumnya kekerasan fisik dalam rumah tangga korbanya adalah wanita dan anak-anak. hal ini sangat mengkuatirkan karena bagi wanita dan anak-anak selain kekerasan fisik biasanya mereka juga mengalami kekerasan psikis sehingga trauma pada peristiwa kekerasan tersebut selalu jadi ingatan buruk mereka. Diperlukan bagi mereka aksi perlindungan agar mereka terhindar trauma kepanjangan serta perlindunga itu memberi rasa nyaman dan aman dari ancaman atau perbuatan kekerasan lainnya dari pelaku kekerasan. 
Untuk memberi perlindungan bagi korban kekerasan fisik, sehingga mereka terasa nyaman dan aman maka diperlukan sebuah perlindungan hukum, dimana arti perlindungan kepada korban kekerasan adalah “segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”. Korban diberikan dengan segala upaya rasa aman dari segala bentuk ancaman, kekerasan ataupun lainnya yang dilakukan oleh keluarganya atau pihak lainnya.
Negara harus memberikan perlindungan secepatnya kepada korban kekerasan fisik dalam rumah tangga, seperti terjelaskan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 16 ayat (1) yaitu “jika korban melaporkan atas terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga kepada kepolisian, sehingga 1x24 jam pihak kepolisian harus respon memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan fisik tersebut”. Dilanjutkan pada Pasal 16 ayat (2) menyatakan “perlindungan tersebut diberikan selama 7 hari” dan ayat (3) “pemberian perlindungan Kepolisian meminta penetapan perintah perlindungan dari pengadilan”. Perlindungan sementara yang diberikan pada Pasal 17 menyatakan “kepolisian bisa bekerjasama dengan berbagai elemen seperti pembimbing rohani, relawan pendamping, tenaga sosial ataupun tenaga kesehatan”.
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kewajiban Advokat dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan fisik yaitu “diberikannya konsultasi hukum seperti informasi hak korban pada proses peradilan, dibantunya korban pada saat penyidikan sampai peradilan dan adanya koordinasi kepada pembimbing rohani, relawan pendamping, tenaga sosial ataupun tenaga kesehatan pembimbing rohani, relawan pendamping, tenaga sosial ataupun tenaga kesehatan sehingga peradilan berjalan semestinya”. 
Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2004 menyatakan “perlindungan korban kekerasan fisik dapat diberikan kepada korban selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai penetapan peradilan”. Adanya perlindungan selama 1 tahun tersebut tentunya diberikan jika keselamatan korban masih dalam bahaya, seperti belum tertangkapnya pelaku kekerasan fisik tersebut dan hal ini adanya pertimbangan dari keterangan korban serta pembimbing rohani, relawan pendamping, tenaga sosial ataupun tenaga kesehatan. Tentunya dengan diberikannya perlindungan selama 1 tahun maka negara telah melakukan kewajibannya dengan diberikannya perlindungan warganya yang membutuhkan perlindungan dari aksi tindak pidana dalam hal ini adanya kekerasan fisik.
Tentunya dengan diberikan perlindungan itu korban kekerasan fisik bisa hidup lebih tenang dan aman dari ancaman pelaku kekerasan itu. Perlindungan itu juga memberikan harapan bagi korban untuk menerima hak mereka mendapatkan kepastian hukum, hingga mereka dapat menjalankan kehidupan secara normal tanpa ada rasa kekuatiran adanya ancaman atau bentuk kekerasan dari pelaku kekerasan itu. Sebaiknya juga pemerintah dapat mensosialisasikan tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat dan diharapkan masyarakat paham dan berani menghadapi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dengan melaporkannya kepada kepolisian. 
1. Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik.
Kata pengaturan bisa diartikan sesuai KBBI ialah perbuatan atau mengatur, proses, cara. Adanya pengaturan maka bisa diartikan adanya perbuatan atau aturan. Utrech memberi pendapat bahwa pengaturan adalah satu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat bersangkutan. (Utrecht, 1957) Maka pengaturan hukum bisa dikatakan sebagai peraturan yang bentuknya tertulis dan mesti ditaati oleh seluruh masyarakat atau tiap orang yang berada di suatu wilayah tertentu dan peraturan tersebut berlaku di wilayah tertentu tersebut. Contohnya pengaturan hukum bagi kejahatan perampokan di Indonesia maka tindak kejahatan perampokan tersebut bisa diproses secara hukum ataupun dilakukan penyelidikan dan penuntutan melalui KUHPidana.
Bagaimana pengaturan hukum terhadap kekerasan fisik di Indonesia. Pengaturan hukum bagi pelaku kekerasan fisik di Indonesia telah dibuat peraturan yang tertulis dengan berbentuk undang-undang, yang berlaku bagi tiap orang yang berada di wilayah Indonesia. ada 2 pengaturan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik sesuai sistem hukum pada peraturan yang berlaku:
a. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Pengaturan hukum bagi tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang artinya tindak pidana tersebut termasuk dalam tindak pidana khusus. Pengaturan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik dilakukan dengan perundang-undangan tersendiri di luar pada KHUPidana. Ada beberapa pengaturan hukum terhadap tindak kekerasan fisik, seperti siapa saja pelaku “kekerasan fisik” yang disebut pada lingkup rumah tangga:
1. Suami, istri, anak.
2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga itu.    
Dari keterangan diatas bahwasanya pelaku kekerasan fisik itu bisa dilakukan oleh suami atau istri bahkan anak serta orang-orang (selain suami / istri / anak) yang berada tinggal dirumah tersebut dan korbannya juga tinggal di rumah tangga itu. Pengaturan siapa saja yang disebut sebagai pelaku kekerasan itu tentunya dengan dijelaskan di undang-undang itu semakin jelas bahwa pengaturan hukum terhadap kekerasan fisik sangat jelas dan terang. 
Selanjutnya pengaturan dilakukan bahwasanya tiap orang dilarang dilakukannya kekerasan di rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelataran keluarga. Karena orang yang melanggar aturan itu akan diberi sanksi hukuman dimana bagi orang yang dilakukannya tindakan kekerasan fisik akan diberi pengaturan hukuman seperti tertulis dan diatur pada Pasal 44 UU No. 23 tahun 2004 dan dapat diberi sanksi penjara sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dengan melihat akibat luka yang di derita korban. Jika luka ringan maka hukumannya bisa sampai 5 tahun penjara, jika luka berat atau adanya timbul penyakit maka 10 tahun penjara dan jika kematian di sanksi 15 tahun penjara.  
b. Kekerasan fisik yang terjadi dalam rumah tangga dimana pelaku adalah suami atau istri dan akibat kekerasan tersebut tidak ada halangan untuk melakukan aktivitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari maka hal itu merupakan delik aduan, pengaturan itu seperti terlihat pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, “tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan”. Pengertian “delik aduan” atau “klachtdelict” adalah “delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan, Jika tidak ada pengaduan, maka perbuatan itu tidak dapat dituntut di depan pengadilan”. (Maramis, 2013)
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Selain UU Nomor 23 Tahun 2004 tersebut diatas, pengaturan hukum terhadap pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dengan KUHPidana, seperti terlihat pada Pasal 335 ayat (1) butir ke-1 yaitu “jika seseorang menyuruh, melakukan kekerasan maka ataupun dengan memakai ancaman kekerasan di hukum paling lama 1 tahun penjara”. Di lihat dari penjelasan Pasal 335 tersebut bahwasanya tiap orang dilarang untuk menyuruh orang lain melakukan kekerasan ataupun orang tersebut melakukannya kekerasan terhadap orang lain atau juga orang itu memberikan suatu ancaman kekerasan terhadap orang lain maka orang tersebut akan diberikan sanksi hukuman. Beberapa kasus “kekerasan fisik” dalam rumah tangga Pasal 335 KUHPidana sebagai pasal alternatif atau dakwaan kedua dalam tuntutan. 
Jika pelaku memberikan ancaman kekerasan secara terang-terangan maka bisa dipidana sesuai Pasal 336 ayat (1) dengan sanksi penjara maksimal 2 tahun 8 bulan dan jika ancaman yang diberikan berbentuk tulisan yang biasanya dilakukan dengan media ditulis di kertas dalam bentuk surat atau di tulis melalui pesan di berbagai aplikasi / media sosial secara internet  sesuai Pasal 336 ayat (2) maka di beri sanksi penjara maksimal 5 tahun. Adanya penjelasan itu memberikan sanksi hukuman kepada orang yang memberi ancaman tertulis dengan memakai media kertas tertulis ataupun media internet di mana pada saat ini media sosial merupakan media yang hampir setiap orang di dunia memilikinya, bahjan lebih dari 1 media sosial.  
2. Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Kekerasan Rumah Tangga.
Pemidanaan mempunyai pengertian sebagaimana yang dikemukan Andi Hamzah yaitu sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumanya. (Setady, 2010)Maka bisa dikatakan proses hukum pada seseorang bahwa pemidanaan merupakan puncak dari proses hukum tersebut, apakah orang tersebut bersalah sudah dilakukannya tindak pidana atau malah orang tersebut bebas atau tidak bersalah. Jika bersalah telah melakukan tindak pidana maka pemidanaan tersebut akan diberikan sanksi hukuman. Sanksi hukuman dari pemidanaan itu sendiri bisa dilihat pada Pasal 10 KUHPidana yaitu ditetapkannya pidana mati, denda, kurungan ataupun penjara dan ini merupakan pidana pokok. Selanjutnya pada pidana tambahan dapat dilakukan pemidanaan pencabutan hak - hak tertentu, pengumuman putusan hakim dan perampasan barang-barang tertentu.    
Tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga atau pelaku KDRT dalam tuntutan hukumnya merupakan pidana khusus, karena pengaturan hukumnya telah mepidanakan para pelaku KDRT dengan undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pemidanaan bagi pelaku KDRT bukan sebagai aksi balas dendam namun merupakan upaya negara dalam jaminan dan bertujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga seperti penjelasan di Pasal 1 angka 2 serta Pasal 4 huruf c UU PKDRT.
Pemidanaan terhadap pelaku kekerasan fisik di dalam rumah tangga yaitu bila seseorang serta dianya tinggal di Indonesia maka orang tersebut ataupun semua warga Indonesia bahwasanya telah dilarang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga, hal ini diperjelas Pasal 5 UU PKDRT, yang pada hakekatnya tiap manusia tidak diperbolehkan untuk dilakukannya perbuatan kekerasan fisik terhadap orang yang berada dalam rumah tangga atau yang berada dalam satu rumah dengan pelaku kekerasan fisik. Tentunya dengan adanya larangan tersebut merupakan awal untuk pelaku kekerasan fisik yang telah melakukan tindak pidana untuk diproses secara hukum dengan pemidanaan, setelah itu jika terbukti maka diberikan hukuman penjara sesuai akibat rasa sakit ataupun jatuh sakit ataupun adanya luka berat bagi korban sesuai peraturan dimana sudah ditetapkan. Bagi kepolisian, diwajibkan untuk segera dilakukannya penyelidikan begitu adanya laporan terjadinya kekerasan fisik (Pasal 19 UU PKDRT), karena pelaku tersebut dapat dipidanakan tentunya sesuai Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, “mereka (seseorang) melakukan, menyuruh ataupun turut serta atas perbuatan tindak pidana maka mereka tersebut sebagai pelaku tindak Pidana” dan atas dasar Pasal 5 tersebut diatas maka dilakukan penyelidikan tindak pidana yang terjadi, yaitu pemeriksaan korban kekerasan fisik dengan melihat akibat terjadinya kekerasan fisik tersebut serta adanya kesaksian orang terhadap kekerasan fisik tersebut. Kepolisan juga dapat menangkap pelaku tanpa harus adanya surat perintah penagkapan jika pelaku melanggar perlindungan sementara bagi korban, hal ini sesuai Pasal 35 ayat (1) UU PKDRT.
Bagi pelaku kekerasan fisik tersebut pemidanaan sanksi hukuman ada di Pasal 44 UU PKDRT, tentunya pidana yang diberikan sesuai akibat apa yang telah dilakukannya kepada korban dan siapa korban tersebut. Seperti korban adalah istri atau suami dan akibat kekerasan fisik tersebut tidak adanya penyakit yang diderita korban ataupun tidak menggangu aktivitas sehari-hari ataupun pekerjaannya maka pelaku tersebut hanya diberi sanksi hukuman paling lama 4 bulan penjara. Jika korbanya bukan mengalami luka maka pelaku diber sanksi hukuman paling lama 5 tahun penjara. Jika korban kekerasan fisik tersebut luka berat ataupun jatuh sakit maka si pelaku di beri sanksi paling lama 10 tahun penjara dan jika korbanya sampai meninggal dunia maka hukuman penjara paling lama 15 tahun penjara. Seperti telah dijelaskan diatas bahwasanya sanksi penjara tersebut bukanlah sebagai aksi balas dendam akan tetapi untuk tidak lagi melakukan aksi kekerasan fisik dalam rumah tangga.
Jadi bisa dijelaskan bahwa sistim pemidanaan terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga dilakukan sanksi penjara dan sanksi denda dimana jika pelaku tidak mampu membayar sanksi denda tersebut maka dialihkan menjadi sanksi penjara, berapa lama penjara yang harus dilalui tentunya sesuai pada kadar akibat tindak pidana kekerasan fisik yang telah dilakukan. Semakin parah yang diderita korban atas luka yang diderita maka semakin lama hukuman penjara yang diberikan. Sebaiknya masyarakat sebagai mahluk bersosial dengan membentuk keluarga, harus memahami hukum – hukum berkeluarga seperti berbagai undang - undang yang ada hubunganya dengan keluarga.  

D. SIMPULAN 
Kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan pelantaran. Bentuk kekerasan fisik yang dialami korban seperti pemukulan, penunjangan, pembacokan dan lainnya sehingga korban mengalami luka bahkan luka berat ataupun kematian. Untuk keamanan serta kenyaman korban kekerasan maka korban kekerasan fisik dapat diberikan perlindungan oleh negara sesuai Pasal 16 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004. Pengaturan hukum bagi pelaku kekerasan fisik terdapat pada Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 dimana pelaku bisa dihukum mulai 4 bulan penjara, 15 tahun, 10 tahun dan 15 tahun penjara. Selain itu pengaturan hukum juga terlihat pada Pasal 335 KUHPidana. Terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga, pemidanaannya dilakukan bukan untuk pembalasan dendan melainkan untuk mencegah berulang terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga serta adanya kepastian hukum bagi pelaku dan korban.
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